BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat
disimpulkan bahwa:

Pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum
positif sebagian besar hanya memberikan perlindungan yang bersifat implisit
dan abstrak. Perlindungan yang konkret sebatas pada bentuk perlindungan
pada pemberian bantuan medis dan bantuan hukum saja. Sedangkan pemberian
bantuan ganti rugi berupa kompensasi ataupun restitusi belum mendapat
perhatian secara proporsional. Dan juga perlindungan korban (anak) yang
belum mendapat perhatian lebih dalam hukum positif misalnya dengan
penyebutan anak korban yang hanya terdapat dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau
dengan kata lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak terdapat
konsep penyebutan “anak korban” sehingga perlindungan yang diberikan pun
terkesan hanya penyebutan terhadap “korban” secara luas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka penulis menyarankan agar upaya
perlindungan terhadap (anak) korban perlu secara terus menerus diupayakan
demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak yang lebih baik, kemudian

tentang pengaturan perlindungan bagi anak korban kekerasan perlu melakukan
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perubahan undang-undang yang mengatur hak-hak korban secara
komprehensif dan membentuk mekanisme perlindungan korban yang lebih

terintegrasi dengan baik.
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